PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta
peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna
jasa maupun penyedia jasa pada sektor perhubungan,
perlu diatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2720);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 28 );
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3929)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5070 );

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5102);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2010 tentang Angkutan Di Perairan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK;117/M/70
tentang Ketentuan Penggunaan Sungai Untuk Angkutan
Umum dan Barang Khusus;
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Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03
Tahun 1984 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM;86/ANTARA
LAIN-403/Phb-85 tentang Penyederhanaan Pembinaan
Keselamatan Kapal dan Penyeberangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988
tentang Penimbunan Kayu (log pond) di Perairan Daratan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002
tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
sungai dan Danau;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawringin Barat (
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2008);

Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran daerah
Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Menetapkan:
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Barat;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnnya,;

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

jasa angkutan laut, sungai dan penyebrangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat

ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan,
baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin;

. Perairan Daratan adalah perairan yang terdiri dari sungai,

danau, waduk, kanal, dan terusan;

10.Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan
keselamatannya;



